
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab terdahulu,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap

tindak pidana atas tubuh dan nyawa menurut undang-undang penempatan

dan perlindungan TKI di Luar Negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap

proses penempatan TKI, sejak  proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga

pulang ke tanah air. Secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan

hukum Tenaga Kerja, yaitu : (a) Perlindungan Sosial atau kesehatan kerja, (b)

Perlindungan Teknis atau keselamatan kerja, (c) Perlindungan Ekonomis atau

jaminan sosial.

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum tenaga kerja

Indonesia di Luar Negeri terhadap tindak pidana atas tubuh dan nyawa antara

lain disebabkan karena (a) TKI non prosedural : Calon TKI tidak mengikuti

pelatihan-pelatihan seperti pembelajaran bahasa yang akan menjadi tujuan

TKI, keterampilan, dan mengenai adat istiadat Negara yang menjadi  tujuan

TKI melalui PJTKI sebelum jadwal keberangkatan, (b) TKI illegal : bagi

calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri jika tidak melalui prosedur berarti

terjadi penyimpangan yang disebut dengan istilah TKI illegal yaitu TKI yang

bekerja keluar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan

dan tidak memiliki dokumen yang sah, (c) TKI tidak terdaftar : pelaporan



kedatangan TKI ini sangat penting sekali bagi perlindungan hak-hak TKI yang

akan bekerja di Luar Negeri, karena dengan pelaporan tersebut, maka TKI

tercatat atau terdaftar keberadaannya, sehingga memudahkan dalam

memberikan perlindungan bagi TKI itu sendiri. Apabila TKI tidak terdaftar,

maka beresiko menjadi korban tindak pidana dari sang majikan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Pemerintah sudah seharusnya mengambil

langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar tindak pidana atas

tubuh dan nyawa terhadap para TKI dapat diakhiri, maka saran yang dapat

dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah maupun pihak swasta khususnya PJTKI wajib memberikan

perlindungan hukum kepada para TKI, agar para TKI yang sering disebut

sebagai pahlawan devisa ini mendapatkan hak-haknya di negara tempatnya

bekerja. Dan sekiranya perlu ada pembenahan pada undang-undang yang

mengatur mengenai perlindungan TKI, karena undang-undang yang ada

pada saat ini tidak tegas bahkan dapat dikatakan tidak mampu dalam

memberikan bantuan hukum kepada TKI karena hanya berisi prosedur-

prosedurnya saja. Sudah seharusnya, apabila terjadi kasus penganiayaan

bahkan berujung pada kematian yang menimpa TKI, agar tidak perlu takut

untuk melaporkannya kepada aparat hukum setempat. PJTKI wajib

melaporkan keberangkatan maupun kepulangan TKI kepada instansi terkait

seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perwakilan Indonesia di Luar

Negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses



hukum atas tindakan yang tidak manusiawi dari para majikan yang melakukan

penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

2. Pemerintah harus serius menangani PJTKI yang bertindak sebagai agen

pengirim Tenaga Kerja Indonesia. PJTKI dipastikan tidak mengirim tenaga

kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya

sebagai akibat dari kekesalan majikan. Pemerintah harus mampu

menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima

para TKI.



LAMPIRAN


